Disampea soalan Hukum Penyelesaian
Hak atas Tanah dar UU Minerba”, Diselenggarakan
oleh Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan (PUSHEP) pada hari Jumat, 18
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* Memu baru (3/2020) dalam
konteks penyelesaiz dan pengelolaan lingkungan
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* Penyele pemerintah pusat
melalui mediasi d rkapasitas sebagai korporasi.

* Kewajiban penyelesaian hak atas tanah oleh pemerintah pusat, menjadi bias antara
/ fungsi negara dan korporasi, menjadi lorong gelap & kabut tebal perizinan usaha
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® Perubahan ben’rqné alam, p 1k atas tanah, kerusakan & pencemaran lingkungan

sekitar WP, berdalih proyek strategis nasional & objek vital nasional
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* Pancs UP dengan

izin sawit dan izi \wutan dan kebun milik
masyarakat lokal dan M : sesi dan HGU perusahaan

tambang
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egiatar r juga ketika
proses penyelesc: 1ah tids dlakukan/tidak tuntas,

tidak ada ketentuan pidana bagi pemegang IUP, sementara yang
menjadi korban kriminalisasi adalah masyarakat lokal setempat.
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Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum
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